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Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya. **)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

(1)  Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)

(2)  Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar 

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. ****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)



Intro
• Transformasi adalah perapihan kembali setiap business 

models/process dari setiap Organisasi dan Management 

menjadi suatu penyelenggaraan engineering process 

yang akuntabel & sustainable. Mencakup internal dan 

eksternal organisasi itu sendiri. Dalam konteks institusi

public maka eksternal adalah pelayanan public itu 

sendiri.

• Are we trust with the “digital default principle” or 

“conventional principle”..??  cost effective.

• Utility of Technology vs Sosial Justice Social 

Construction by Tech vs Law is Social Engineering

The Bangalore Principles 

include six values:

Value 1: Independence:

Value 2: Impartiality:

Value 3: Integrity:

Value 4: Propriety:

Value 5: Equality:

Value 6: Competence and 

Diligence:

Judicial integrity is a broad concept that includes a number of 

key elements of judging to ensure strong, fair and rights-

respecting justice systems:

• Transparency in decision making

• Transparency in court administration

• Predictability of case timeframes

• Equal access regardless of status, money, or identity

• Equal treatment regardless of status, money, or identity

• Mechanisms to prevent bribery

• Mechanisms to prevent gendered or identity-based threats

• Due process

• Judicial independence 

• Separation of political and judicial roles and institutions

Some Critical points:

• System Integration  vertical, 

Horizontal &  Longitudinal 

Integration => e-filing/archiving

• Legalization & Notarization

• Trust services  National e-

Authentication

• Payment + duty stamp

• Privacy & Data Protection

• Sovereignty & National Security

++ Cloud, AI/machine learning, Big 

Data, IoT, etc.

Courts across the world are 

engaging in a variety of projects and 

long-term programmes, working with 

international agencies as partners 

and donors, to modernize their 

justice systems, including:

• case management systems,

• virtual proceedings,

• electronic filing and storage of

documents and evidence,

• asynchronous communication 

between litigants and with the court,

• electronic scheduling, and

• the introduction of new tools such

as online dispute resolution, and AI

predictive tools.



https://cacj-ajp.org/indonesia/judiciary/description-of-indonesian-court/judicial-

commission/

• PK
• Kasasi

• Banding

• Tk 
Pertama
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e-Justice

To what extent we can have trustworthiness for all of the e-system components => 
evidence, decision and archives => legal certainty, time constraint & fair ++ predictive  

E-justice initiatives include the strategies,

process (re)engineering, automation, data

collection, integration of systems as well 

as online dispute resolution, e-filing, 

remote court process and technologies 

used to digitize, store, and provide access 

to legal documents and evidence.

Digitization is the process of converting 

existing processes and content from 

analog into digital formats. This includes 

developing online forms and portals to 

submit documents or access decisions to 

make existing in-person court processes 

available online.

Digitalization is the use of digital 

technologies to change justice processes 

and business models. This includes digital 

technologies that allow for completely 

new ways of delivering or administering 

justice.

Digital Transformation is the cultural 

change in systems and institutions 

through digital technology. This includes 

user-centred design and technologies that 

allow employers and users to work 

differently.

Judiciary



Cyber: Signal & Code  S/W + Data

• Signal & frequency

• IP Address & DNS

• Code: Crypto, Software  

& Data

• Privacy & Personal  

Data ?

Lack of Security

Owns & control digital resources ➔

InterNet  common heritage for mankind..???

Ethics => Privacy, Accuracy, Property, Accesibility, Responsibility, Liability, Due

Process, Accountability
Sistem informasi & Komunikasi Global

Akuntabilitas:

- Andal

- Aman

- Bertgg-jwb



Transaksi via EDI Transaksi via internet

• Arsitektur internet tidak diciptakan by 

design untuk menjamin keamanan

informasi

• Informasi yang ditransmisikan melalui

internet pada dasarnya tdk dijamin

keotentikannya

• No security -> no transaction evidence -> 

no deal

• Transaksi digital membutuhkan teknologi

yang menjamin keotentikan informasi yang 

ditransaksikan dan para pihak yang terlibat

dalam transaksi

• Siapa dan bagaimana cara menjamin

keotentikan informasi yang disampaikan 

melalui internet?



AMAN

ANDAL

Bertgg Jawab

Penyelenggara Sistem  
Elektronik

PSE Lingkup Publik

Instansi dan institusi yang ditunjuk oleh Instansi 

Penyelenggara Negara, tetapi tidak termasuk PSE 

yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas 

sektor keuangan.

PSE Lingkup Privat

PSE yang diselenggarakan oleh Orang, BadanUsaha 

dan  masyarakat.
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Baik PSE publik maupun privat harus terdaftar sebelum pengguna dapat 
menggunakan sistemnya. Prosedur pendaftaran mengacu kepada Peraturan 
Kominfo Nomor 36/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem 
Elektronik

Jika sistem elektronik terjamin keandalannya, maka transaksi 

yang digunakan dalam suatu sistem elektronik pun akan 

terjaminkeandalannya.

Engineering process seluruh PSE harus sesuai dengan 
ketentuan keandalan Kominfo dan ketentuan keamanan dari 
BSSN.

Seluruh PSE harus memastikan penyelenggaraannya 
comply dengan ketentuan mengenai Perlindungan 
Data Pribadi yang diatur dalam UU ITE dan Peraturan  
Kominfo Nomor 20/2014 tentang Perlindungan Data 
Pribadi dalam Sistem Elektronik



1887 BW



Pasal 7 UU 14/2008 KIP

1. Badan Publik wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang berada dibawah 

kewenangannya kepada Pemohon 

Informasi Publik, selain informasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan

2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi 

Publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan.

3. Untuk melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Badan Publik harus membangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan 

dokumentasi untuk mengelola Informasi 

Publik secara baik dan efisien sehingga 

dapat diakses dengan mudah.

4. Badan Publik wajib membuat 

pertimbangan secara tertulis setiap 

kebijakan yang diambil untuk memenuhi 

hak setiap Orang atas Informasi Publik.

5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) antara lain memuat 

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, 

budaya, dan/atau pertahanan dan 

keamanan negara.

6. Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat 

(1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik 

dapat memanfaatkan sarana dan/atau 

media elektronik dan nonelektronik.





Konvensional Elektronik

Dokumen Yang Diterima sd akhir proses 

persidangan berbentuk kertas dan kemudian

dialihkan ke bentuk elektronik

Dokumen Yang Diterima dari awal bentuk original 

nya adalah elektronik (harus dapat ditelusuri

siapa orang yg bertgg jwb dan dokumen valid 

secara elektronik => terkonfirmasi secara

elektronik)

Dlm hal transformasi dilakukan oleh para pihak, 

maka Pengadilan tentu memerlukan kepastian/ 

konfirmasi bahwa bukti adalah sah dan mengikat

(diperoleh secara sah, relevan dan valid)

Semua bukti digital yang dihadirkan harus

teramankan dengan baik ;

- Jika dikirimkan secara elektronik harus melalui

secured communication

- Jika dikirimkan secara offline maka harus

terenkripsi sesuai kebijakan kriptografi nasional

1. Jika dokumen pejabat maka menggunakan

CA pemth

2. Jika dokumen privat maka hrs menggunakan

TTE yang Tersertifikasi dan Berinduk ke 

pemth

1. Jika dokumen pejabat maka menggunakan

CA pemth

2. Jika dokumen privat maka hrs menggunakan

TTE yang Tersertifikasi dan Berinduk ke 

pemth

Jika dilengkapi meterai seharusnya menjadi

pendukung sistem keautentikan

Meterai adalah sama dengan e-seal, harus

dipastikan sbg pendukung rantai keautentikan

Meta data menjelaskan proses terakhir dari

transformasi kertas menjadi digital

Idealnya, meta data dari berkas ybs menjelaskan

semua proses yang telah dilalui.



Draft 

UNCITRAL 

Model 

LAW on 

eIDAS

Article 19. Electronic archiving 

Where the law requires a document, record or information to be 

retained, or provides consequences for the absence of retention, 

that requirement is met in relation to a data message if a method is 

used: 

(a) To make the information contained in the data message 

accessible so as to be usable for subsequent reference; 

(b) To indicate the time and date of archiving and associate that 

time and date with the data message; 

(c) To retain the data message in the format in which it was 

generated, sent or received, or in another format which can be 

demonstrated to detect any alteration to the data message after 

that time and date, apart from the addition of any endorsement 

and any change that arises in the normal course of 

communication, storage and display; and 

(d) To retain such information, if any, as enables the identification 

of the origin and destination of a data message and the time 

and date when it was sent or received. 

* dlm konteks e-
communication for 
international contract



24.Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara  nasional yang dikelola 

oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. => SIKD + SIKS

25.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan  sarana 

pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.





UU ITE

Pasal 5

(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan alat

bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum  Acara yang berlaku di 

Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan  Sistem Elektronik 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana  dimaksud pada ayat 

(1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b.surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta  notaril atau akta 

yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 (perubahan dalam UU ITE 19/2016 sebagai konsekuensi dari Putusan MK  20/PUU-

XIV/2016)

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai  alat bukti 

yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem  Elektronik dan Transaksi 

Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan  perbuatan hukum yang dilakukan melalui 

Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau  penyadapan atau 

perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam  rangka penegakan hukum atas 

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang  kewenangannya ditetapkan berdasarkan 

undang-undang.

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat  berharga, 

surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara  perdata, pidana, dan 

administrasi negara.

Huruf b  

Cukup jelas.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan

bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik 

dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,  ditampilkan, dijamin 

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan  suatu keadaan.

Penjelasan Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas  semata, 

padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media  apa saja, termasuk 

media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan  salinannya tidak relevan lagi 

untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi  dengan cara penggandaan yang 

mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari  salinannya.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama  memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya

berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c.segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 

penandatanganan dapat diketahui;

d.segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik  tersebut 

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f.terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan  persetujuan 

terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan  suatu kode, 

Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual  pada umumnya yang 

memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal ini merupakan 

persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap  Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka 

kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun  untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan 

Tanda Tangan Elektronik.

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses  pembuatan 

Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses  pembuatan 

Tanda Tangan Elektronik.



Pepres 82/2022 Infrastruktur Informasi Vital (IIV)

Pasal 4

Sektor IIV meliputi:

a. Administrasi pemerintahan;

b. Energi dan sumber daya mineral;

c. Transportasi;

d. Keuangan;

e. Kesehatan;

f. Teknologi informasi dan komunikasi;

g. Pangan;

h. Pertahanan; dan

i. Sektor lain yang ditetapkan Presiden.

Pasal 6

1) Setiap penyelenggara SE lingkup sektor IIV wajib melakukan identifikasi

IIV secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2) Setiap penyelenggara sektor IIV wajib melaporkan hasil identifikasi IIV

beserta informasi yang relevan kepada Kementerian atau Lembaga.

3) Kementerian atau Lembaga melakukan verifikasi thdp laporan hasil

identifikasi IIV sebagaimana dimaksud.

4) Kementerian atau lembaga menetapkan:

a. SE menjadi IIV; dan

b. Penyelenggara SE pada lingkup sektor IIV sbg Penyelenggara IIV

Berdasarkan hasil verifikasi laporan identifikasi IIV.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi IIV, pelaporan hasil identifikasi,

mekanisme verifikasi, penetapan IIV, dan penetapan penyelenggara IIV diatur

dengan Peraturan Badan.

Pasal 23

1. Badan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pelindungan IIV.

2. Badan tsb bertugas:

a) Mengevaluasi pelaksanaan penetapan sektor IIV

b) Mengevaluasi penetapan IIV

c) Mengusulkan penetapan danperubahan sektor IIV kpd Presiden

d) Memberikan himbauan keamanan siber IIV kpd K/L berdasarkan data dan 

informasi yang diperoleh Badan;

e) Mengevaluasi implementasi kebijakan pelindungan IIV.

Pepres 47/2023 Strategi Keamanan Siber

1. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh 

lapisan ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman 

dan serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial.

2. Strategi Keamanan Siber Nasional adalah arah kebijakan nasional dalam 

menggunakan seluruh sumber daya siber nasional untuk mewujudkan Keamanan 

Siber guna mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional.

3. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau 

mengancam berjalannya sistem elektronik.

4. Krisis Siber adalah situasi kedaruratan akibat dari Insiden Siber pada tingkat 

nasional yang berdampak terhadap keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan 

negara.

5. Manajemen Krisis Siber adalah tata kelola penggunaan sumber daya dan 

langkah penanganan secara efektif yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah 

terjadinya Krisis Siber.

6. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab 

menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.

7. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan 

perundang-undangan.

8. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki peran dalam 

penerapan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

9. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap 

orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, 

mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan 

dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 6: Fokus area Strategi Keamanan Siber Nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a) tata kelola;

b) manajemen risiko;

c) kesiapsiagaan dan ketahanan;

d) penguatan pelindungan infrastruktur informasi vital;

e) kemandirian kriptografi nasional;

f) peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas;

g) kebijakan Keamanan Siber; dan

h) kerja sama internasional.
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Kesimpulan
• Paradigma e-justice dan transformasi e-Court tdk dpt dilepaskan dari paradigma keautentikan secara

elektronik tidak hanya sekedar Ketersediaan Data saja melainkan juga sistem keautentikan lintas sektor

• Semua komunikasi dan pemberkasan harus jelas rantai keautentikannya dan diperlakukan 

sebagaimana layaknya Arsip Negara untuk fungsi pembuktian & pembelajaran hukum di belakang hari.

• Sistem arsip perkara secara elektronik harus  didukung oleh kejelasan tata-naskah dinas secara 
elektronik dan IT policy di instansi yang  bersangkutan. Sesuai UU Kearsipan harus Autentik dan 
Terpercaya

• Alat bukti yang sah, tetap harus dilihat reliabilitas sistem keamanannya, yang secara  teknis akan 
menentukan sejauhmana kekuatan pembuktiannya. Bobot pembuktikan  ditentukan oleh bagaimana 
penerapan e-IDAS (e- identitification and authentication system), sehingga  sepanjang IE/DE berikut 
Sistem Elektroniknya teraman/terjaga validitasnya dengan baik, maka  otomatis tidak dapat disangkal => 
mempunyai kekuatan hukum yang kua t dan mengikat.

• Perlu reformasi hukum nasional untuk mengkonsistensikan aturan ttg Keautentikan, khususnya thp  
identitas dan dokumen public guna menghadapi Law 2030.

• Keautentikan, baik secara teknis maupun hukum terhadap dokumen elektronik di Indonesia merujuk  
pada pasal 5 dan 6 UU-ITE, selayaknya ditunjang dengan Sertifikat Elektronik sesuai dengan PP-  
PSTE.

• Indonesia perlu memiliki kebijakan tentang Public Document Repository, demi memfasilitasi kejelasan  
adanya rantai keautentikan terhadap dokumen public dan mengurangi rumitnya legalisasi foreign  public 
document. ANRI perlu membantu MA + KUMHAM dalam hal ini, khususnya terkait Dokumen
Perusahaa dan Arsip Negara  yang disimpan oleh Notaris.
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UU 8/1997 Dokumen Perusahaan PP 88/1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi

Menimbang:

…

f. Bahwa kemajuan teknologi telah

memungkinkan catatan dan dokumen

yang dibuat di atas kertas dialihkan

ke dalam media elektronik atau

dibuat secara langsung dalam media

elektronik

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat 

dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik 

tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak 

apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

2. Mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, dan atau tergambar 

dalam ukuran yang sangat kecil.

3. Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan 

atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain, yang menerangkan 

atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam 

mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

Pasal 2

Setiap perusahaan dapat mengalihkan dokumen perusahaan yang dibuat atau 

diterima baik di atas kertas maupun dalam sarana lainnya ke dalam mikrofilm atau 

media lainnya.

BAB II TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 6

(1) Sebelum melakukan pengalihan, perusahaan yang bersangkutan wajib 

melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas dokumen 

perusahaan yang akan dialihkan.

(2) Pimpinan perusahaan yang bersangkutan dapat terlebih dahulu menetapkan 

pedoman intern dalam rangka pengalihan dokumen perusahaan.

(3) Pimpinan perusahaan dapat menetapkan pejabat di lingkungan perusahaan 

yang bersangkutan yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk meneliti dan 

menetapkan dokumen perusahaan yang akan dialihkan.

Pasal 7

Keputusan mengenai pengalihan dokumen perusahaan hanya dapat dilakukan 

oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dalam dokumen perusahaan yang dibuat perusahaan berbentuk neraca tahunan, 

perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba 

rugi, pengalihan hanya dapat dilakukan setelah dokumen perusahaan tersebut 

dibuat di atas kertas dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat 

yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengalihan dokumen perusahaan dapat dilakukan terhadap satu 

set dokumen tertentu atau sekumpulan dokumen, baik yang 

sejenis maupun yang tidak sejenis.

Pasal 10

(1) Pengalihan dokumen perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar 

ketepatan dan kelengkapan sehingga dapat menjamin hasil 

pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan:

(2) Dalam pengalihan dokumen perusahaan, pimpinan 

perusahaan atau pejabat yang ditunjuk wajib menjamin keamanan 

proses pengalihan agar:

a. dokumen perusahaan hasil pengalihan, yang disimpan di dalam 

mikrofilm atau media lainnya tersebut, merupakan dokumen 

pengganti yang sepenuhnya sama dengan naskah aslinya;

b. mikrofilm atau media lainnya tetap dalam keadaan baik untuk 

dapat disimpan dalam jangka waktu sekurang kurangnya sesuai 

dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur 

dalam peraturan perundang undangan yang berlaku; dan

c. dokumen hasil pengalihan dapat dibaca atau dicetak kembali di 

atas kertas.

Pasal 11

(1) Perusahaan dapat menunjuk perusahaan lain untuk 

melaksanakan pengalihan dokumen perusahaan ke dalam 

mikrofilm atau media lainnya.

(2) Perusahaan yang ditunjuk melaksanakan pengalihan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat 

sebagai berikut:

a. berbadan hukum; dan

b. memperoleh izin usaha.

Pasal 12

Apabila tempat pemrosesan pengalihan dokumen perusahaan 

berbeda dari tempat pembuatan dan penyimpanan dokumen 

perusahaan, proses pengalihan dapat dilakukan melalui media 

teknik pengalihan yang tersedia.



UU 8/1981 Hukum Acara  

Pidana

UU 15/2002 Tindak Pidana Pencucian Uang UU 9/2013 Pencegahan dan  

Pemberantasan Terorisme

UU 21/2007 Pemberantasan Tindak  Pidana 

Perdagangan Orang

Pasal 184 Pasal 1 angka 7 Pasal 1 angka 14 Pasal 29

- Keterangan saksi Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi Dokumen adalah data, rekaman, atau Alat bukti selain sebagaimana

- Keterangan ahli yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, informasi yang dapat dilihat, dibaca, ditentukan dalam Undang-Undang

- Surat yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan Hukum Acara Pidana, dapat pula

- Petunjuk bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, berupa:

- Keterangan terdakwa kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau baik yang tertuang di atas kertas atau a. informasi yang diucapkan,

yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi benda fisik apa pun selain kertas maupun dikirimkan, diterima, atau disimpan

tidak terbatas pada: yang terekam secara elektronik, termasuk secara elektronik dengan alat optik

a. tulisan, suara, atau gambar; tetapi tidak terbatas pada: atau yang serupa dengan itu; dan

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; a. tulisan, suara, atau gambar; b. data, rekaman, atau informasi yang

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dapat dilihat, dibaca, dan/atau

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang dan didengar, yang dapat dikeluarkan

yang mampu membaca atau memahaminya. c. huruf, tanda, angka, simbol, atau dengan atau tanpa bantuan suatu

perforasi yang memiliki makna atau dapat sarana, baik yang tertuang di atas

dipahami oleh orang yang mampu kertas, benda fisik apa pun selain

membaca atau memahaminya. kertas, atau yang terekam secara

elektronik, termasuk tidak terbatas

pada:

1) tulisan, suara, atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau

sejenisnya; atau

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau

perforasi yang memiliki makna atau

dapat dipahami oleh orang yang

mampu membaca atau

memahaminya.

Pasal 38 Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian Alat bukti yang sah dalam pembuktian

uang berupa: tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam

Hukum Acara Pidana; Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, b. alat bukti lain berupa informasi yang

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

elektronik dengan alat optik atau yang serupa disimpan secara elektronik dengan alat

dengan itu; dan optik atau alat yang serupa optik; dan/atau

c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal c. Dokumen.

1 angka 7.
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